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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3164); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik 

Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam 

Jabatan Fungsional sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk 

Penyederhanaan Birokrasi;  
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 

Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi; 

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 

3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN 

PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Padang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang. 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut 

Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang. 
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6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Padang. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah Kelompok Jabatan 

Fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan yang 

disederhanakan. 

9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah sebuah 

perencanaan atau estimasi atas penerimaan dan pengeluaran pada periode 

yang akan datang. 

10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

12. Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat PKUA adalah 

dokumen yang memuat Perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, 

dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

rancangan APBD. 

14. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang belum 

disetujui dan ditetapkan dengan Perda. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/08/rka-adalah.html
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16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

Urusan Pemerintahan daerah.  

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 

bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 

dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan 

kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 

20. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah disingkat SIPKD 

adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat 

bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas 

implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah 

yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, 

akuntabel dan auditabel.  

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. 

22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban 

pengeluaran DPA SKPD. 

24. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah sebuah 

laporan dari suatu kegiatan yang telah di laksanakan. 

25. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP 

adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan  

pembayaran yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pengguna anggaran/KPA 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplikasi_terpadu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Regulasi
http://www.muradmaulana.com/2014/01/pengertian-mekanisme-dan-sop-skpp-surat.html
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berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian 

Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat. 

26. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 

dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD. 

27. Daftar Urut Kepangkatan yang selanjutnya disingkat DUK adalah suatu 

daftar yang memuat nama pegawai negeri sipil dari suatu organisasi negara 

yang disusun menurut tingkatan kepangkatan  

 

 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

 

Pasal 2 

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang 

keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota 

melalui Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas : 

a. kepala badan; 

b. sekretariat, terdiri dari: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 

2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan dan program; 

dan 
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3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan data dan 

informasi keuangan. 

c. bidang perencanaan anggaran daerah, terdiri dari: 

1. seksi perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan 

manusia; 

2. seksi perencanaan anggaran infrastruktur dan kewilayahan; dan 

3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan anggaran 

perekonomian dan sumber daya alam. 

d. bidang pengelolaan barang milik daerah, terdiri dari : 

1. seksi pemanfaatan dan pengamanan aset; 

2. seksi penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan aset; dan 

3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi penatausahaan aset. 

e. bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, terdiri dari: 

1. seksi akuntansi; 

2. seksi pelaporan; dan 

3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi verifikasi dan tuntutan 

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. 

f. bidang perbendaharaan daerah, terdiri dari : 

1. seksi penatausahaan daerah; 

2. seksi pengeluaran; dan 

3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan belanja 

satuan kerja pengelola keuangan daerah. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh 

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan 

huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin 

oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Sekretaris. 

(5) Seksi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, 

huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, huruf f angka 1 

dan angka 2 dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala bidang. 
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(6) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, 

huruf e angka 3, huruf f angka 3, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 

yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang 

keahlian. 

(7) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan 

fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan 

administrator masing-masing. 

(8) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh 

Kepala Badan. 

(9) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

 

BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Badan 

 

Pasal 4 

(1) Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan 

keuangan dan aset daerah. 

(2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan; 

b. pelaksanaan tugas dukungan bidang keuangan; 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis bidang keuangan; 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang; dan 
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e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kedua 

Kepala Badan   

 

Pasal 5 

(1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan 

urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan demi terwujudya pengelolaan keuangan dan aset 

daerah yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan 

daerah.  

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Badan mempunyai fungsi: 

a. perumusan program kerja di lingkungan Badan berdasarkan rencana 

strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Badan sesuai dengan 

program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja 

tercapai sesuai rencana; 

c. pembinaan bawahan di lingkungan Badan dengan cara mengadakan 

rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja 

yang diharapkan; 

d. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta 

ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

e. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi 

terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berdaya guna dan 

berhasil guna; 

f. perumusan sasaran strategi bidang pengelolaan keuangan daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
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pencapaian pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya 

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel; 

g. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan 

urusan pengelolaan keuangan daerah dapat terukur secara tepat dan 

optimal; 

h. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i. pengendalian urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat 

dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran; 

j. pembinaan aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan 

keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara 

komprehensif; 

k. pengarahan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi 

tercapainya pelaksanaan tugas tepat sasaran; 

l. pengevaluasian penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna 

mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif; 

m. pelaporan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah secara 

periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja; 

n. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan reformasi birokrasi;  

o. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan 

dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan 

datang; 

p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan sesuai 

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; 

dan 

q. pelaksanaaan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 
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Bagian Ketiga 

Sekretariat 

 

Pasal 6 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin 

oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan 

pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam urusan umum,  perlengkapan, 

keuangan, kepegawaian, perencanaan, kearsipan, perpustakaan, 

dokumentasi, evaluasi dan pelaporan serta aplikasi sistem informasi. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan 

program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas 

yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara 

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, 

urusan rumah tangga Badan, keuangan, dokumentasi, perpustakaan 

dan kearsipan; 

f. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tatalaksana, menyusun 

evaluasi, dan pelaporan; 

g. mengelola administrasi, pembinaan Jabatan Fungsional dan evaluasi 

kinerja Aparatur Sipil Negara; 

h. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan; 

i. menyusun rencana kegiatan anggaran Badan; 
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j. menyusun rencana kegiatan pengelolaan manajemen aplikasi sistem 

informasi; 

k. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian 

atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi;  

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan dengan 

cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas 

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang; 

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang 

telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

dan 

n. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 7 

(1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala sub bagian yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris. 

(2) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu 

Sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan 

kepegawaian, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan badan. 

(3) Penjabaran tugas sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah: 

a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 
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f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi 

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit; 

g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas unit; 

h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran tugas unit; 

i. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi 

kepegawaian; 

j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan 

Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian; 

k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; 

m. memproses administrasi surat masuk dan surat keluar;  

n. melakukan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;  

o. melakukan urusan humas dan keprotokolan; 

p. urusan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

perawatan/pemeliharaan, penghapusan, serta pencatatan dan pelaporan 

peralatan dan perlengkapan barang milik daerah;  

q. melakukan pengaturan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;  

r. melakukan urusan rumah tangga kantor;  

s. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi 

jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, dan standar 

pelayanan minimal;  

t. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

u. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

v. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 
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Pasal 8 

(1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan dan program 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin 

oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan dan program 

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan 

administrasi keuangan, yang meliputi penyusunan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja badan, verifikasi, perbendaharaan, dan 

penyusunan pertanggungjawaban keuangan badan. 

(3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan dan 

program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 

a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku; 

f. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan 

sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

g. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif 

untuk menjadi dokumen pengguna anggaran; 

h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan 

juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan; 

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun 

tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; 

k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perjanjian 

kinerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, 
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indikator kinerja utama, indikator kinerja individu, dan perjanjian 

kinerja individu;  

l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

n. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 9 

(1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan data dan informasi 

keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 

dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan data dan informasi 

keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan 

pengelolaan aplikasi sistem informasi. 

(3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi bagian 

pengelolaan data dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah: 

a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. mengumpulkan, meneliti dan mengolah informasi yang terkait dengan 

SKPD dan informasi keuangan lainnya baik untuk pihak internal 

maupun eksternal; 

f. mengelola sistem informasi pengelolaan keuangan daerah; 
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g. mengendalikan arus data masukan dan data keluaran, pengoperasian 

komputer, penyiapan data, pengamanan perangkat keras/lunak serta 

pengamanan data; 

h. melakukan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana 

tekhnologi informasi;  

i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

k. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

Bagian Keempat 

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 

 

Pasal 10 

(1) Bidang perencanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang perencanaan anggaran daerah mempunyai tugas membantu Kepala 

Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan 

dan penyusunan rancangan KUA dan PPAS, rancangan PKUA dan 

rancangan PPAS perubahan, rancangan RAPBD dan perubahan APBD yang 

menyangkut tentang belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan, 

serta penatausahaan dan perencanaan anggaran. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai  fungsi : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan 

program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas 

yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 
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c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara 

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengoordinasikan  pengalokasian  anggaran  dalam  penyusunan  KUA 

PPAS dan PKUA/PPAS Perubahan; 

f. mengoordinasikan penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA 

SKPD; 

g. menyusun  peraturan  daerah  tentang  APBD  dan  Peraturan Kepala 

Daerah tentang penjabaran APBD; 

h. menyusun peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan 

anggaran SKPD; 

i. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan; 

j. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah; 

k. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan; 

l. menyediakan anggaran kas;  

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan dengan 

cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas 

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang; 

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang 

telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

dan 

o. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 11 

(1) Seksi perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin 

oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala bidang perencanaan anggaran daerah. 

(2) Seksi perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan yang 
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berkaitan dengan rancangan APBD, dan rancangan perubahan APBD 

belanja langsung. 

(3) Penjabaran tugas seksi perencanaan anggaran pemerintahan dan 

pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 

a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. menyusun perencanaan anggaran dan pendapatan serta pembiayaan 

daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;   

f. menyiapkan bahan pembinaan teknis; 

g. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan 

dan pembiayaan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan 

manusia;   

h. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan  dan pembiayaan 

daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;   

i. menyusun anggaran belanja daerah; pengelolaan anggaran belanja 

daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;   

j. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah bidang 

pemerintahan dan pembangunan manusia;   

k. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD 

dan rancangan perubahan APBD bidang pemerintahan dan 

pembangunan manusia;   

l. melaksanakan   penyusunan   dan   pembahasan RBA/RKA SKPD dan 

PPKD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;   

m. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan bahan penyusunan 

jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan 

daerah tentang apbd dan rancangan peraturan daerah tentang 

perubahan APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;   
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n. melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah  tentang  

APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD bidang 

pemerintahan dan pembangunan manusia;   

o. melaksanakan penyiapan penetapan rancangan peraturan daerah 

tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan 

APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;   

p. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan 

DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD bidang pemerintahan dan 

pembangunan manusia;   

q. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan 

PPKD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;   

r. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah 

dan pendapatan PPKD bidang pemerintahan dan pembangunan 

manusia;  

s. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

t. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

u. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

 

Pasal 12 

(1) Seksi perencanaan anggaran infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh kepala seksi 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala bidang perencanaan anggaran daerah. 

(2) Seksi perencanaan anggaran infrastruktur dan kewilayahan berkaitan 

dengan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan rancangan APBD, 

rancangan perubahan APBD di bidang perencanaan anggaran infrastruktur 

dan kewilayahan. 

(3) Penjabaran tugas seksi perencanaan anggaran infrastruktur dan 

kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 
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a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; 

f. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan 

dan pembiayaan daerah bidang insfrastruktur dan kewilayahan; 

g. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan 

daerah bidang insfrastruktur dan kewilayahan; 

h. menyusun anggaran belanja daerah bidang insfrastruktur dan 

kewilayahan; 

i. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja 

daerah bidang insfrastuktur dan kewilayahan; 

j. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah bidang 

insfrastruktur dan kewilayahan; 

k. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD 

dan rancangan perubahan APBD bidang insfrastruktur dan 

kewilayahan; 

l. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD 

bidang insfrastruktur dan kewilayahan; 

m. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan 

jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan 

daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang 

perubahan APBD bidang insfrastruktur dan kewilayahan; 

n. melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah  tentang 

APBD dan  rancangan  peraturan  daerah tentang perubahan APBD 

bidang insfrastruktur dan kewilayahan; 

o. melaksanakan penyiapan penetapan rancangan peraturan daerah  

tentang APBD dan  rancangan  peraturan  daerah tentang perubahan 

APBD bidang insfrastruktur dan kewilayahan; 
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p. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan 

DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD bidang insfrastruktur dan 

kewilayahan; 

q. melaksanakan  pembinaan  penyusunan  anggaran  SKPD, BLUD dan 

PPKD bidang insfrastruktur dan kewilayahan; 

r. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah 

dan pendapatan PPKD bidang insfrastruktur dan kewilayahan;  

s. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

t. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

u. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

 

Pasal 13 

(1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan anggaran 

perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala bidang perencanaan anggaran daerah. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan anggaran 

perekonomian dan sumber daya alam mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang dalam menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

perencanaan angggaran perekonomian dan sumber daya alam. 

(3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan 

anggaran perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) adalah: 

a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah bidang 

perekonomian dan sumber daya alam; 

f. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan 

dan pembiayaan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;  

g. mengkaji ulang  hasil  verifikasi  anggaran  pendapatan  dan 

pembiayaan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam; 

h. menyusun anggaran belanja daerah bidang perekonomian dan sumber 

daya alam; 

i. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja 

daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam; 

j. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah bidang 

perekonomian dan sumber daya alam; 

k. melaksanakan   penyiapan   petunjuk   teknis   penyusunan rancangan 

APBD dan rancangan perubahan APBD bidang perekonomian dan 

sumber daya alam; 

l. melaksanakan   penyusunan   dan   pembahasan   RBA/RKA SKPD dan 

PPKD bidang perekonomian dan sumber daya alam; 

m. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan 

jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan melaksanakan penyempurnaan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam 

bidang perekonomian dan sumber daya alam; 

n. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD bidang 

perekonomian dan sumber daya alam; 

o. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam; 

p. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan 

DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD bidang perekonomian dan sumber 

daya alam; 
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q. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan 

PPKD bidang perekonomian dan sumber daya alam; 

r. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah 

dan pendapatan PPKD bidang perekonomian dan sumber daya alam;  

s. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

t. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

u. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

 

Bagian Kelima 

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

Pasal 14 

(1) Bidang pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan. 

(2) Bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan teknis pengelolaan 

barang milik daerah yang menyangkut tentang pengamanan, penilaian, 

penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan aset. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai fungsi: 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan 

program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas 

yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 
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c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara 

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengoordinasikan  penyusunan  standar  harga  berdasarkan jenis dan 

tipe barang; 

f. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan  dalam  

penyusunan  rencana  kebutuhan  barang milik daerah; 

g. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik 

daerah; 

h. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; 

j. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan 

hukum barang milik daerah; 

k. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan 

dan pemindahtanganan barang milik daerah; 

l. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah; 

m. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan 

penghapusan barang milik daerah; 

n. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan 

laporan barang milik daerah; 

o. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik 

daerah dari SKPD; 

p. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang 

milik daerah;  

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan dengan 

cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas 

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang; 

r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang 

telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

dan 
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s. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 15 

(1) Seksi pemanfaatan dan pengamanan aset sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh kepala seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala bidang pengelolaan barang milik daerah. 

(2) Seksi pemanfaatan dan pengamanan aset mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan dan data tentang pengamanan 

aset daerah. 

(3) Penjabaran tugas seksi pemanfaatan dan pengamanan aset sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah: 

a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana 

kebutuhan barang milik daerah; 

f. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana 

kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; 

g. meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah; 

h. menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan 

barang milik daerah; 

i. meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah; 

j. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik 

daerah; 

k. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka 

pemanfaatan barang milik daerah;  
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l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

n. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 16 

(1) Seksi penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan aset sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh kepala seksi 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala bidang pengelolaan barang milik daerah. 

(2) Seksi penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan aset mempunyai 

tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan dan data 

tentang penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan aset daerah. 

(3) Penjabaran tugas seksi penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan 

aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 

a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang 

milik daerah; 

f. menyiapkan konsep surat ijin penghunian   penggunaan rumah negara 

yang ditandatangani oleh sekretaris daerah; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan 

barang milik daerah; 

h. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang  milik daerah; 
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i. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala; 

j. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik 

daerah; 

k. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik 

daerah; 

l. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang 

milik daerah; 

m. meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah; 

n. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik 

daerah; 

o. meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah; 

p. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik 

daerah; 

q. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka 

pemindahtanganan barang milik daerah;  

r. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

s. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

t. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

 

Pasal 17 

(1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi penatausahaan aset 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin 

oleh Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengelolaan barang milik 

daerah. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi penatausahaan aset 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan 

dan petunjuk teknis pencatatan dan pelaporan tentang aset milik daerah. 
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(3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi 

penatausahaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 

a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan   pencatatan   barang   milik   daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD; 

f. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; 

g. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik 

daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah   dengan 

berpedoman   pada   standar akuntansi pemerintah pusat; 

h. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan   barang   

milik   daerah   dengan   pengurus   barang SKPD, pelaksana akuntansi 

SKPD dan bidang akuntansi;  

i. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka 

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;  

j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

l. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 
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Bagian Keenam 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 

 

Pasal 18 

(1) Bidang akuntansi dan  pelaporan  keuangan  daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang akuntansi dan  pelaporan  keuangan daerah mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan 

kebijakan akuntansi pemerintah daerah, serta mempersiapkan penyusunan 

laporan keuangan pemerintah daerah, rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

bidang akuntansi dan  pelaporan  keuangan  daerah mempunyai fungsi : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan 

program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas 

yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara 

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas 

daerah; 

f. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas 

daerah; 

g. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD;  



30 

 

 

 

h. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah; 

i. mengoordinasikan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

j. melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan 

PPKD; 

k. menyusun tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan badan 

pemeriksa keuangan atas laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD; 

l. melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta 

pembiayaan; 

m. menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

n. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan 

akuntansi pemerintah daerah; 

o. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah; 

p. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; 

q. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan 

keuangan  pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah 

daerah;  

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan dengan 

cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas 

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang; 

s. menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang 

telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

dan 

t. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 
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Pasal 19 

(1) Seksi akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e 

angka 1 dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala bidang akuntansi dan pelaporan. 

(2) Seksi akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

mempersiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 

serta mempersiapkan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

(3) Penjabaran tugas seksi akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : 

a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;  

f. menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara 

mengkompilasi laporan keuangan SKPD yang terdiri dari laporan 

realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, 

laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan 

catatan atas laporan keuangan; 

g. melakukan koordinasi dengan SKPD untuk penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah; 

h. melakukan pengendalian pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi 

Pemerintah Daerah di setiap SKPD; 

i. melakukan fasilitasi, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan 

sistem akuntansi pengelolaan keuangan pada SKPD; 

j. melakukan bimbingan dan pendampingan atas pencatatan dan 

pelaporan keuangan SKPD; 

k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 
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l. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

m. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 20 

(1) Seksi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e 

angka 2 dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala bidang akuntansi dan pelaporan. 

(2) Seksi pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rancangan 

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan 

peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD. 

(3) Penjabaran tugas seksi pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : 

a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. menyusun laporan Semester I (Pertama) APBD dengan cara 

menggabungkan seluruh laporan realisasi semester I anggaran 

pendapatan dan belanja SKPD; 

f. menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang meliputi realisasi program dan kegiatan SKPD, 

neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan 

perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan; 

g. melakukan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem 

akuntansi pengelolaan keuangan baik secara manual maupun aplikasi 

SIPKD pada SKPD; 



33 

 

 

 

h. melakukan bimbingan dan pendampingan atas pencatatan dan 

pelaporan keuangan SKPD; 

i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja 

di masa mendatang; 

j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

k. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 21 

(1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi verifikasi dan tuntutan 

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 dipimpin oleh sub koordinator yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang akuntansi dan 

pelaporan. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi verifikasi dan tuntutan 

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi mempunyai tugas membantu 

kepala bidang mengumpulkan bahan, memverifikasi dan merekonsiliasi 

laporan pertanggungjawaban fungsional penerimaan dan pengeluaran 

bulanan SKPD, buku kas umum, buku bantu bank, buku bantu kas tunai, 

buku bantu penerimaan dan penyetoran pajak, buku rincian objek 

penerimaan dan pengeluaran serta menyusun laporan bulanan realisasi 

pelaksanaan APBD, arus kas bulanan dan jurnal penerimaan dan 

pengeluaran, menerima dan menginventarisasi kasus-kasus kerugian 

daerah, melakukan penelitian, verifikasi dokumen dan menyusun laporan 

kerugian daerah, melaksanakan langkah-langkah penyelesaian kerugian 

daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan 

koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian kerugian daerah 

dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota. 

(3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi verifikasi dan 

tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud 

ayat (2) adalah: 
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a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melakukan verifikasi terhadap laporan fungsional penerimaan dan 

pengeluaran; 

f. melakukan pengujian buku kas umum dengan laporan fungsional dan 

buku rincian objek; 

g. melakukan rekapitulasi atas penerimaan dan pengeluaran dari laporan 

B.IX Bank; 

h. menyusun laporan bulanan realisasi pelaksanaan APBD; 

i. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran dengan 

bendahara SKPD;  

j. melakukan verifikasi pengajuan SPP dan SPM uang persediaan, ganti 

uang persediaan, tambahan uang persediaan serta LS secara manual 

dan aplikasi SIPKD; 

k. membuat jurnal penerimaan dan pengeluaran; 

l. membuat laporan rekapitulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 

menurut urusan  pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; 

m. membuat laporan rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi 

dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; 

n. membuat arus kas bulanan;  

o. menerima dan menginvetarisasi kasus-kasus kerugian daerah yang 

terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah; 

p. melakukan penelitian, verifikasi dokumen, dan menyusun laporan 

kerugian daerah; 

q. melaksanakan langkah-langkah penyelesaian ganti kerugian daerah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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r. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal 

penyelesaian kerugian daerah serta melaporkan hasil pelaksanaan 

tugasnya kepada Wali Kota; 

s. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

t. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

u. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

Bagian Ketujuh 

Bidang Perbendaharaan Daerah 

 

Pasal 22 

(1) Bidang perbendaharaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang perbendaharaan daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan 

dalam melakukan pembinaan terhadap bendahara, serta melakukan 

pengujian dan memproses APBD. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

bidang perbendaharaan daerah mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan 

program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas 

yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 



36 

 

 

 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara 

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;  

f. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah; 

g. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah; 

h. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer 

lainnya; 

i. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening 

kas umum daerah; 

j. mengoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian 

lembar SP2D; 

k. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen   

SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas 

pengesahan  SPJ  gaji  dan  non  gaji,  serta penerbitan SKPP; 

l. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan  

pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan 

pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga; 

m. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang   timbul 

akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan 

penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas; 

n. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran   kas 

serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait; 

o. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan 

yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta 

penatausahaan dan pertanggungjawaban dan mengoordinasikan 

pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembaIian kelebihan 

penerimaan;  

p. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening 

kas umum daerah; 

q. mengoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar 

SP2D; 

r. mengoordinasikan pelaksanaan dan  penelitian kelengkapan dokumen   

SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas 

pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP; 
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s. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan 

pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga; 

t. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang   timbul 

akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan 

penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas; 

u. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran   kas 

serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait; 

v. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan 

yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta 

penatausahaan dan pertanggungjawaban; 

w. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian 

kelebihan penerimaan;  

x. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan dengan 

cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas 

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang; 

y. menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang 

telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

dan 

z. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 23 

(1) Seksi penatausahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf f angka 1 dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang 

perbendaharaan daerah. 

(2) Seksi penatausahaan daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang 

dalam mengumpulkan bahan, memeriksa surat-surat perintah atau 

penerimaan, pembayaran uang, meneliti tanda bukti penagihan atau 

setoran, serta pelaporan anggaran. 

(3) Penjabaran tugas seksi penatausahaan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) adalah: 
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a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas badan; 

g. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

h. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

i. melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah; 

j. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas daerah; 

k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas 

daerah; 

l. melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran 

data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD; 

m. melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi 

penerimaan yang dilakukan oleh SKPD; 

n. melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non 

kas yang dilakukan oleh SKPD; 

o. melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh 

SKPD; 

p. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan SKPD non 

BLUD, BLUD dan PPKD; 

q. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan 

penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD; 

r. menganalisa laporan realisasi penerimaan; 
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s. menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, 

triwulanan, semesteran dan tahunan);   

t. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi 

penerimaan (bukti memorial); 

u. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan   

keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah 

daerah; 

v. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan; 

w. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas 

yang terkait dengan penerimaan;  

x. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan BPKAD dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

y. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan  sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

z. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 24 

(1) Seksi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f 

angka 2 dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang 

perbendaharaan daerah. 

(2) Seksi pengeluaran mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam 

mengumpulkan bahan, memeriksa, serta meneliti administrasi bukti 

pengeluaran. 

(3) Penjabaran tugas seksi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah: 

a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan pengolahan pengeluaran kas daerah; 

f. mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah; 

g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas 

daerah; 

h. melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data 

transaksi pengeluaran; 

i. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas; 

j. melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran; 

k. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 

6 (enam) bulan berikutnya; 

l. mengikhtisarkan pengeluaran; 

m. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo 

anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; 

n. melakukan posting atas pengeluaran; 

o. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD; 

p. melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait; 

q. menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

r. melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan 

pengeluaran SKPD non BLUD dan, BLUD dan PPKD secara periodik 

(bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan); 

s. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan peraturan 

daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; 

t. menganalisa laporan realisasi pengeluaran;  

u. melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran perhitungan 

pihak ketiga; 

v. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi 

pengeluaran (bukti memorial); 
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w. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan 

keuangan Perangkat Daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah 

daerah; 

x. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran; 

y. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas 

yang terkait dengan pengeluaran;  

z. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

aa. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

bb. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 25 

(1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan belanja satuan 

kerja pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf f angka 3 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala bidang perbendaharaan daerah. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan belanja satuan 

kerja pengelola keuangan daerah mempunyai tugas membantu kepala 

bidang dalam mengumpulkan bahan dan memeriksa serta meneliti 

administrasi bukti belanja hibah dan bantuan sosial serta pembiayaan. 

(3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan 

belanja satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) adalah : 

a. merencanakan kegiatan badan berdasarkan rencana operasional badan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 
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d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah; 

f. melaksanakan bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah; 

g. melaksanakan bimbingan teknis penata usahaan pembiayaan daerah; 

h. melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian 

atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM; 

i. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D 

serta pendistribusian lembar SP2D; 

j. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan 

rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji; 

k. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan 

Perhitungan Fihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan 

SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas; 

l. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi 

pengeluaran kas berdasarkan SP2D; 

m. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta 

melaksanakan proses penerbitan SKPP; 

n. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan 

perbendaharaan; 

o. melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD; 

p. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan 

dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban;  

q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

r. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

s. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 
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BAB IV 

TATA KERJA 

 

Pasal 26 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal 

baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah 

daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

 

Pasal 27 

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi 

penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 28 

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan 

dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai 

dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan. 

Pasal 29 

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus diikuti 

dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara 

berkala sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 30 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 

memberikan petunjuk kepada bawahan. 

 

 

 

 

 






	PERATURAN WALI KOTA PADANG
	WALI KOTA PADANG,
	MEMUTUSKAN :



